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melalui kantor cabangnya di Indonesia, berkedudukan di Jakarta, alamat .......

Dengan ini berjanji untuk melakukan pembelian kembali SBSN yang dijual ke Bank Indonesia setiap kali
melakukan transaksi Repo SBSN dengan Bank Indonesia. Jangka waktu pembelian kembali SBSN dan harga
pembelian sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Tata Cara Transaksi Repurchase
Agreement Surat Berharga Syariah Negara Dengan Bank Indonesia Dalam Rangka Standing Facilities Syariah
dan Tata Cara Transaksi Repurchase Agreement Surat Berharga Syariah Negara Dengan Bank Indonesia Dalam
Rangka Operasi Pasar Terbuka Syariah.
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TATA CARA PEMBERIAN NOMOR OBJEK PAJAK

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2015,
tanggal 30 Desember. 2015)

DIRERTUR JENDERAL PAJAIK, pemungutannya kepada pemerintah kabupaten/
kota;
Menimbang : : c. bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas ter-
a. bahwa ketentuan mengenai nomor objek pajak tib administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, per-
Pajak Bumi dan Bangunan, telah diatur dalam lu mengubah ketentuan mengenai struktur dan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/ penyesuaian nomor objek pajak Pajak Bumi dan
. PJ/2010 tentang Nomor Objek Pajak Pajak Bumi Bangunan yang lebih sederhana dan mudah diter- |
dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan apkan;
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nornor PER-09/ = d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima-
PJ/2013; ’ ) na dimaksud pada huruf a, huruf 5, dan huruf
b. bahwa abjek pajak Pajak Bumi dan Bangunan ¢, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal
yang dikelola oleh pemerintah pusat memiliki 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/
karakteristik yang berbeda dengan karakteristik PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pendaftaran
objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak
dan Perkotaan yang telah dialihkan kewenangan atau Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, perlu
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menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
tentang Tata Cara Pemberian Nomor Objek Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat : g

1.

Undang-Undang Nemor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 1985 Nornor 68, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.
03/2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Niiai
jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
Bumi dan Bangunan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.
03/2014 tentang Tata Cava Pendaftaran dan
Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak atau
Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.
03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan
Penelitian Pajak Burni dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

| Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TEN-
TANG TATA CARA PEMBERIAN NOMOR OBJEK PA-
JAK PAJAIK BUM! DAN BANGUNAN.

Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang

dimaksud dengan;

i

Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnva di-

© singkat PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi clan
Bangunan sebagairnana telah diubah dengan Un-
dang-Undang Nomor 12 Tahun 1994,

Objek Pajak PBB yang selanjutnya disebut Objek
Pajak adatah bumi dan/atau bangunan.

Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat
NOP adalah nomor identitas Objek Pajak sebagai
sarana dalam administnasi perpajakan.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjut-
nya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan
oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Objek
Pajak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor
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(1)

{2}

(3)

(4)

12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangu-
nan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menca-
ri, menghimpun, dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti, yang dilaksanakan secara objek-
tif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenu-
han kewajiban. PBB dan/atau untuk tujuan [ain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan PBB.

Penelitian PBB adalah serangkaian kegiatan pen-
gujian pemenuhan kewajiban PBB berdasarkan
ketenangan lain yang diperoleh dan/atau dimi-liki
Direktur Jenderal Pajak atau berdasarkan permo-
honan Wajib Pajak.

Surat Pemberitahnan Pajak Terutang yang selan-
jutnya disingkat SPPT adalah surat yang digu-
nakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mem- '
beritahukan besarnya PBB yang terutang kepada
Waijib Pajak. \
Surat Ketetapan Pajak PBB yang selanjutnya di-
singkat SKP PBB adalah surat ketetapan yang
menentukan besarnya pokak PBB atau selisih po-
kok PBB, besarnya sanksi administrasi, dan juni-
lah PBB yang terutang.

Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya dis-
ingkat KPP adalah kantor pelayanan pajak yang
mengadministrasikan PBB. '

Pasal 2
Direktur Jenderal Pajak melakukan pendaftanan
untuk memperoleh, mengumpulkar, melengkapi,
dan menatausahakan, data Objek Pajak dan/atau
subjek pajak PBB yang belum terdapat dalam ad-
ministrasi perpajakan.
Pendaftanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui:

a. penyampaian SPOP oleh Direktur Jenderal Pa-

jak kepada subjek pajak PBB; atau
b. penyampaian SPOP oleh subjek pajak PBB ke-
pada Direktur Jenderal Pajak, tanpa menung-
gu penyampaian SPOP oleh Direktur Jenderal
Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a.
Terhadap setiap Objek Pajak sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1}, Direktur Jenderal Pajak mem-
berikan NOP sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan.

‘Objek Pajak sebagainnana dimaksud pada ayat

(1) meliputi Objek Pajak:
a. sektor perkebunan; |
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b. sektor perhutanan;
c. sektor pertambangan; dan
d. sektor lainnya.

(5) Subjek pajak PBB sebagaimana dimaksud pada

ayat {1} yaitu orang atau badan yang secara’

nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau
memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memi-
liki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat
atas bangunan, atas Objek Pajak sebagaimana
dirmaksud pada ayat (4).

NOB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meru-
pakan identitas Objek Pajak dan dituangkan
dalam SPPT. .

(6)

Pasal 3
NOP diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak me-
lalui Pemeriksaan atau Penelitian PBB datam hal
subjek pajak PBB tidak mengembalikan SPOP

(1)

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) |

huruf a.

NOP vang dliberikan melalui Pemeriksaan atau
Penelitian PBB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dituangkan dalam SKP PBB.

Pasal 4
Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas}
' digit, dengan rincian sebagai berikut:
a. digit ke- 1 dan ke-2 merupakan kode provinsi;
b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kabupaten/
kota;
c. digit ke-6 sampai dengan digit ke-7 merupakan
kode kecamatan; ;
d. digit ke-8 sampai dengan digit ke- 10 merupakan
kode KPP;
digit ke- 11 merupakan kode subsektor;
digit ke- 12 merupakan kode jenis bumi;
digit ke-13 merupakan kede rincian;
digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan
kode nomor urut Objek Pajak; dan
i. digit ke-18 merupakan kode sektor Objek Pajak.

T o + o

Pasal 5
Direktur Jenderal Pajak melakukan penyesuaian
NOP dalam hal terdapat perubahan kode provinsi,
kode kabupaten/kota, kode kecamatan, dan/atau
kode KPP.
Terhadap Objek Pajak yang sudah diberikan NQP
sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal

(1)

(2)

ini, untuk Tahun Pajak 2016 dan sesudahnya,
Direktur Jenderal Pajak memberikan NOP barn |
sesuai dengan struktur NOP dalam Peraturan Di- |
rektur Jenderal ini.
Dalam hal terdapat perubahan kode sektor Ob- |
jek Pajak, kode subsektor, kode jenis bumi, kode

rincian dan kode nomor urut Objek Pajak, terha- :
dap NOP asal dilakukan penghapusan dan terha- |
dap Objek Pajak diberlikan NQCP baru.

(3)

Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur NOP,
penyesuaian NOP dan penghapusan NOP diatur seb-
agaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jen-
deral ini. ;

Pasal 7
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mu-
lai berlaku, NOP yang telah diberikan sebelum- ber-

. lakunya Peraturan Direktur Jenderal ini yang terkait |

dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban
perpajakan untuk Tahun Pajak 2015 atau sebelum- |
nya, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 8
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mu-
lai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-12/PJ/2010 tentang Nomor Objek Pajak Pajak
Bumi adn Bangunan sebagaimana telah diubah den-
gan Peraturan Pajak Nomor PER-09/PJ/2013 dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal @
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai bertaku
pada tanggal 1 Januari 2016

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Desember 2015
Pit. DIRIIRTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
KEN DWIJUGIASTEADI

Catatan Redaksi : !
--Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.
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